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BUPATI ACEH UTARA.

Menimbang a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi
perangkat Kabupaten Aceh Utarie sesuai dengan eanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utari
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas eanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
dan dengan adanya perubahan rekening penganggaran pada
kelompok belanja dalam strul<tur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara, maka Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bu pati Aceh Utara
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 1092);

2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (l-,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20lO Nomor 119, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:'un 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 1 Tahun 2O21 tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Iembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 Nomor 39);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN
2012 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
39 Tahun 2Ol2 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Aceh Utara
tahun 2012 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana
pemungutan pajak dan retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara
proporsional dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan
Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah ;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah; dan

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungut Pajak dan Retribusi.

(3) Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut
sslagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala instansi pelaksana pemungutan;
b. Kepala Bidang yang terlibat langsung dan yang

rnembantu dalam pelaksanaan pemungutan;
c. Para Kepala Seksi pada Bidang yang terlibat langsung

dan yang membantu dalam pelaksanaan pemungutan;
dan
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d. Staf pada Bidang yang terlibat langsung dan yang
membantu dalam pelaksanaan pemungutan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif
pemungutan Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah
berdasarkan ketentuan segaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

(2) Pengganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
dalam Dokumen Pelaksana Anggaran yang diuraikan
pada kelompok rekening belanja yang berkenaan sesuai
dengan kodefikasi yang ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.
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